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BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2> TAHUN 2025

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
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DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2]
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 ientang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Unda_ng~l.!ndang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 6736);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 66, Tambahan Lembuaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang ({Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah NMomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nemor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran MNecgara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
dinvbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admimstratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099),
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomaoer 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Normor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-
Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2022 Nomor 30);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Dacrah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG  TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
o+

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumnbu.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yvang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan peranjan kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnyva disingkat
PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki
jabatan pemerintahan.

Pejabat Negara adalah:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Pimpinan dan Anggota DPRD,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,



12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah adalah Badan
mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah.

13. Hari Raya adalah hari raya ldul Fitn,

14. Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya disingkat SPM
adalah  dokumen yang  diterbitkan  oleh  Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
Daftar Pelaksanaan Anggaran (IDJPA).

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara
umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
berdasarkan SPM,

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji
ketiga belas tahun 2025 kepada Aparatur Negara dalam rangka
mempertahankan tingkat daya beli masyarakat melalui
pembelanjaan Aparatur Negara sehingga berkontribusi terhadap
pertumbuhan  ekonomi  khususnya di Daerah dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara yang menernima tunjangan Hari Raya dan
gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdini
atas:

PNS dan Calon PNS;

PPPK;

Bupati dan Wakil Bupati;

Pimpinan dan Anggota DPRD; dan

oo TP

Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia atau
tewas,
(2} PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
a. PNS yang diperkerjukan di luar Pemerintah Daerah yang
gajinya dibayar olch SKPD induknya;
b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih
dibayarkan;



(3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas scbagaimana

(1)

(2)

(3)

(4)

dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dalam
hal:

a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan
schulan lain; dan

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar
oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS dan
PPPK terdiri atas:

a. gagj pukok;

b. tunjangan keluarga;

c. ftunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan pegawai,

sesual pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas
jabalannya paling banyak sebesar yang diterima dalam 1
(satu} bulan.

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan
Wakil Bupadi terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan jabatan.

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling
banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan
keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota
DFRD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS
terdiri atas:

80% (delapan puluh persen) dan gaji pokok PNS;
tunjangan keluarga;

tunjangan pangan;

tunjangan umum; dan

P oo oo

tambahan penghasilan pegawai,

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannya paling banyak sebesar yang diterima dalam i

- [satu) bulan,



(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku

ketentuan:

a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun
diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas
secara proporsional sesuai bulan bekeria yang mengacu
pada besaran penghasilan 1 {satu) bulan yang diterima;

b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan
kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan
tunjangan Hari Raya; dan

c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan
kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan
gaji ketiga belas.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

ai

i T

o o

(1)

(2)

(3)

insentif kinerja;

insentif kerja;

tunjangan pengelolaan arsip statis;

tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi,
atau tunjangan lain yvang sejenis,

tunjangan pengamanan;

tunjangan khusus bagi guru dan dosen;

insentif khusus; dan

tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IlI
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum
tanggal Har1 Raya.

Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat
dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.,

Besaran tunjangan Han Raya yang dibayarkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada besaran

komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari
Tahun 2025.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3

(1)

(2)

(3)

(4}

Pasal 7

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.

Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) belum dapat dibayarkan, gaji kctiga belas dapal
dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan se bagaimana
dimaksud pada Pasal 4 didasarkan pada besaran komponcn
penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal &

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran,
potongan ketidakhadiran dan Kinerja atau potongan lain
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

Ketentuan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu] Tunjangan Hari Raya,
tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)
tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus penerima pensiunan
atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur
negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)
tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari }
(satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran
tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada Kas Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Penerima Pensiup

dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya

yang dibayarkan:

a. tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan

b. lunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan /atayy
tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.



Pasal 10

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, Gaji ketiga
belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga belas yang
nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sckaligus penerima pensiunan
atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur
negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)
gaji keliga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) gaji ketiga
belas yang nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1
(satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga
belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan
kepada Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Penerima Pensiun
dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, gaji ketiga belas yang
dibayarkan:

a. gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara; dan

b. gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau
Penerima Tunjangan.

Pasal 11

(1) Penerbitan SPM menggunakan jenis SPM sebagai berikut:

a. SPM THR, untuk Pembayaran tunjangan Hari Raya
komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan
umurmi,

b. SPM gaji ketiga belas, untuk Pembayaran gaji ketiga
belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atay
tunjangan umum;

(2) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf a dibuat secara terpisah dengan menggunakan

jenis SPM-LS.

(3) SPM gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis
SPM-LS.

(4) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan Hagrj
Raya dan/fatau gaji ketiga belas yang dibayarkan melalyj
bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran segerg
menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya
dan Gaji ketiga belas ke Kas Daerah.
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BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya dan
gaji ketiga belas.

(2) Pengendalian internal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

BAB YV
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI H BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 25



